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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, jumlah 

perusahaan, serta jumlah tenaga kerja terhadap nilai tambah sektor industri 

manufaktur di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data panel, 27 

kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkan Fixed Effect Model (FEM) 

terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Model terestimasi ini eksis dengan daya 

ramal tinggi sehingga temuan penelitian ini dapat diandalkan dalam memberikan 

rekomendasi untuk pengembangan sektor manufaktur di Jawa Barat. Secara parsial, 

variabel upah minimum dan jumlah perusahaan memiliki pengaruh positif, 

sedangkan jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap nilai tambah industri. 

Temuan ini memberikan implikasi bahwa kebijakan upah minimum serta 

peningkatan jumlah perusahaan perlu diperhatikan sebagai faktor utama dalam 

mendorong pertumbuhan nilai tambah sektor manufaktur di Jawa Barat. 

Kata kunci: Upah minimum, jumlah perusahaan, tenaga kerja, data panel, nilai 

tambah industri 

 
Abstract 

This study aims to analyze the effect of minimum wage, number of companies, and 

number of workers on the added value of the manufacturing sector in West Java 

Province. This study uses panel data from 27 districts/cities in West Java, The 

analysis results show Fixed Effect Model (FEM) was selected as the best estimated 

model. The estimated model demonstrates high predictive power, thereby making the 

findings of this study reliable in providing recommendations for the development of 

the manufacturing sector in West Java. Partially, the minimum wage and the number 

of firms have a positive effect, while the number of workers does not significantly 

affect industrial value added. These findings imply that minimum wage policies and 

the expansion of firms should be prioritized as key factors in promoting the growth of 

value added in West Java’s manufacturing sector. 

 

Keywords: Minimum wage, number of firms, labor force, panel data, value 

manufacturing sector 
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1. PENDAHULUAN 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri manufaktur tetap menjadi sektor unggulan dalam struktur 

perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Kawasan industri besar seperti Karawang, Bekasi, dan 

Purwakarta berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Sub-

sektor utama seperti industri barang logam, komputer, dan elektronik mencatat kontribusi tertinggi 

sebesar 19,40% pada tahun 2023, diikuti industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 15,36%, serta industri 

makanan dan minuman sebesar 13,32%. Selain dominan secara nilai tambah, sektor ini juga menyerap 

jutaan tenaga kerja setiap tahunnya dan menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi regional. (Badan 

Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024). 

Namun demikian, peningkatan nilai tambah industri di sektor ini tidak selalu sejalan dengan 

kenaikan biaya produksi, terutama yang berkaitan dengan peningkatan upah minimum. Di Provinsi Jawa 

Barat, upah minimum kabupaten/kota (UMK) mengalami peningkatan setiap tahun sejak 2018 hingga 

2024. Meskipun kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli pekerja, muncul pertanyaan mengenai 

apakah kenaikan UMK tersebut berdampak positif terhadap nilai tambah industri sektor manufaktur. 

Selain faktor upah minimum, dinamika jumlah perusahaan juga berpotensi memengaruhi nilai 

tambah industri. Semakin banyak perusahaan yang beroperasi, kapasitas produksi meningkat dan 

kompetisi dapat mendorong inovasi, sehingga memperbesar nilai tambah sektor manufaktur. Namun, 

apabila jumlah perusahaan menurun, kontribusi sektor terhadap perekonomian daerah juga dapat 

melemah. 

Faktor lain yang tak kalah penting adalah jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan input utama 

dalam proses produksi, sehingga perubahan jumlah tenaga kerja akan langsung memengaruhi nilai 

tambah yang dihasilkan. Akan tetapi, bertambahnya tenaga kerja belum tentu meningkatkan nilai tambah 

apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi. 

Teori efisiensi upah menyatakan bahwa upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan loyalitas dan 

motivasi kerja karyawan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan nilai tambah. Akan tetapi, 

temuan empiris dari berbagai studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam dan belum 

menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh upah minimum, jumlah perusahaan, dan tenaga kerja terhadap nilai tambah industri 

manufaktur di Provinsi Jawa Barat. (Hayes, 2024) 
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Selain itu, selama periode 2020–2021, pandemi COVID-19 turut memengaruhi kinerja industri 

manufaktur secara signifikan. Beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan drastis dalam nilai 

tambah akibat gangguan rantai pasok, pembatasan aktivitas (lockdown), hingga pengurangan tenaga 

kerja. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah dalam kontribusi industri tetap terlihat, bahkan setelah 

pandemi mereda (Sianipar et al., 2023). 

Distribusi nilai tambah (value added/VA) di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan 

bahwa konsentrasi industri masih sangat timpang, dengan dominasi di wilayah tertentu dan stagnasi di 

wilayah lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan bukan semata-mata disebabkan oleh 

pandemi, melainkan merupakan permasalahan struktural yang telah ada sebelumnya dan terus berlanjut. 

Pernyataan ini didasarkan pada hasil analisis data yang penulis olah menggunakan Micrososft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Distribusi Nilai Tambah Industri Sektor Manufaktur per Kabupaten/Kota di Jawa Barat 

(Tahun 2024) 

 

Gambar 1 menunjukkan distribusi nilai tambah (value added/VA) sektor industri manufaktur di 

berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2024. Terlihat adanya ketimpangan yang signifikan 

antarwilayah. Kabupaten Bandung Barat mencatat nilai tambah tertinggi, mendominasi capaian sektor 

industri, dan jauh melampaui kabupaten/kota lainnya. Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten 

Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kota Bogor, yang juga menunjukkan kontribusi besar dalam nilai 

tambah sektor manufaktur. 

300.000.000.000 

200.000.000.000 

100.000.000.000 

0 VA 

K
ab

u
p

at
en

 B
o

go
r 

K
ab

u
p

at
en

 S
u

ka
b

u
m

i 

K
ab

u
p

at
en

 C
ia

n
ju

r 

K
ab

u
p

at
en

 B
an

d
u

n
g 

K
ab

u
p

at
en

 G
ar

u
t 

K
ab

u
p

at
en

 T
as

ik
m

al
ay

a 

K
ab

u
p

at
en

 C
ia

m
is

 

K
ab

u
p

at
en

 K
u

n
in

ga
n

 

K
ab

u
p

at
en

 C
ir

eb
o

n
 

K
ab

u
p

at
en

 M
aj

al
e

n
gk

a 

K
ab

u
p

at
en

 S
u

m
ed

an
g 

K
ab

u
p

at
en

 In
d

ra
m

ay
u

 

K
ab

u
p

at
en

 S
u

b
an

g 

K
ab

u
p

at
en

 P
u

rw
ak

ar
ta

 

K
ab

u
p

at
en

 K
ar

aw
an

g 

K
ab

u
p

at
en

 B
ek

as
i 

K
ab

u
p

at
en

 B
an

d
u

n
g.

B
ar

at
 

K
ab

u
p

at
en

 P
an

ga
n

d
ar

an
 

K
o

ta
 B

o
go

r 

K
o

ta
 S

u
ka

b
u

m
i 

K
o

ta
 B

an
d

u
n

g 

K
o

ta
 C

ir
eb

o
n

 

K
o

ta
 B

ek
as

i 

K
o

ta
 D

ep
o

k 

K
o

ta
 C

im
ah

i 

K
o

ta
 T

as
ik

m
al

ay
a 

K
o

ta
 B

an
ja

r 

98
.9

98
.7

20
.1

83
 

66
.4

34
.4

01
.3

89
 

29
.4

55
.0

46
.0

52
 

39
.2

39
.6

25
.5

16
 

16
.7

53
.3

10
.3

24
 

44
.1

26
.2

45
.8

78
 

48
4.

02
1.

91
4 

5.
87

5.
59

1.
58

3 

16
.2

01
.9

06
.4

77
 

19
.3

85
.9

83
.8

64
 

33
.5

50
.6

35
.3

28
 

17
.2

63
.2

25
.0

21
 

18
.5

58
.6

63
.7

74
 

9.
90

1.
87

9.
48

2 

13
1.

01
2.

15
6.

92
3 

15
9.

74
5.

41
0.

05
8 

27
0.

61
7.

70
6.

35
5 

58
.1

67
.8

57
.4

78
 

3.
90

7.
44

5.
82

8 

2.
86

3.
47

9.
29

1 

30
.0

94
.7

82
.5

78
 

3.
27

4.
35

4.
35

9 

20
.1

34
.5

21
.7

95
 

15
.9

78
.8

99
.3

26
 

31
.1

57
.3

41
.0

19
 

2.
02

2.
70

7.
62

4 

10
9.

90
5.

94
4 



4 

 

Sebaliknya, wilayah seperti Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Cirebon 

mencatat nilai tambah industri yang jauh lebih rendah. Hal ini mencerminkan konsentrasi aktivitas 

industri di wilayah-wilayah tertentu, terutama yang memiliki kawasan industri besar dan infrastruktur 

penunjang. Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan nilai tambah 

serta efektivitas kebijakan upah minimum di seluruh wilayah Jawa Barat. Selain faktor struktural, dampak 

pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021 turut memperlebar disparitas ini. Wilayah yang lebih 

terdampak menunjukkan perlambatan kinerja industri dan belum sepenuhnya pulih hingga tahun 2024. 

Untuk memahami hubungan antara upah minimum, jumlah perusahaan, tenaga kerja secara lebih 

mendalam, penting untuk merujuk pada berbagai temuan sebelumnya yang mengkaji topik serupa dalam 

konteks yang berbeda. Oleh karena itu, bagian berikut akan membahas tinjauan pustaka serta teori-teori 

yang menjadi dasar dalam penelitian ini. 

Penelitian oleh Asriati et al. (2024), mengkaji pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap 

kesempatan kerja di sektor manufaktur besar dan menengah di kabupaten Gowa. Hasil analisis 

menunjukkan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, sedangkan 

inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan. Temuan ini sejalan dengan teori upah efisiensi yang 

menekankan bahwa peningkatan upah dapat mendorong motivasi dan loyalitas pekerja, sehingga 

berkontribusi pada peningkatan nilai tambah industri manufaktur, karena output sektor manufaktur sangat 

bergantung pada kinerja tenaga kerja. Penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan upah minimum 

regional dalam mendorong pertumbuhan kesempatan kerja di sektor manufaktur (Asriati et al., 2024). 

Tajuddin et al. (2023), melakukan penelitian terhadap 297 perusahaan manufaktur di Malaysia 

selama 10 tahun menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja. Peningkatan ini berdampak pada naiknya nilai tambah industri manufaktur, sebab 

produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi akan memperbesar nilai tambah yang dihasilkan sektor. 

(Tajuddin et al., 2023). 

Penelitian oleh Suhányi et al. (2023), meneliti hubungan antara rata-rata upah di sektor manufaktur 

dengan indikator ekonomi seperti PDB sektor, nilai tambah industri, dan foreign direct investment (FDI) 

di negara-negara Visegrad. Hasilnya menunjukkan bahwa PDB sektor berpengaruh positif terhadap upah 

rata-rata, sementara jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif. Temuan ini memperkuat pentingnya 

keterkaitan antara variabel upah dan faktor- faktor penentu nilai tambah industri manufaktur, yang juga 

menjadi fokus dalam penelitian ini (Suhányi et al., 2023). 
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Winarni et al., (2023), melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa upah minimum berdampak 

positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jambi. Temuan ini memperkuat argumen 

bahwa kebijakan pengupahan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, PDRB per kapita dapat dikaitkan dengan nilai 

tambah industri, karena pertumbuhan PDRB menceriminkan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan 

sektor-sektor ekonomi, termasuk manufaktur. (Winarni et al., 2023). 

ILO (2016) melalui laporan “Minimum wages and labour productivity” menyimpulkan bahwa 

kebijakan upah minimum yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

baik di tingkat perusahaan maupun agregat ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini pada 

akhirnya akan berkontribusi terhadap nilai tambah industri manufakatur, sebab produktivitas yang lebih 

tinggi berarti output yang lebih besar dibandingkan input, sehinggga nilai tambah sektor meningkat. 

(International Labour Organization, 2016) 

Berdasarkan berbagai temuan terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara 

empiris hubungan antara upah minimum, jumlah perusahaan, dam tenaga kerja terhadap nilai tambah 

sektor manufaktur di Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan data panel kabupaten/kota. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi kebijakan pengupahan berbasis efiensi 

serta mendorong peningkatan nilai tambah industri manufaktur. 

 

2. METODE 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data yang digunakan 

mencakup 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018 hingga 2024. Model ekonometrik 

yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

log(𝑉𝐴𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑀𝐾𝑖𝑡) + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔(𝐹𝐼𝑅𝑀𝑖𝑡) + 𝛽3𝑙𝑜𝑔(𝑇𝐾𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡 

Dimana: 

VA = Nilai Tambah 

UMR = Upah Minimum Regional 

FIRM = Jumlah perusahaan 

TK = Tenaga Kerja 

log = Operator logaritma natural berbasis e 
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β₀ = Konstanta 

β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen 

εᵢₜ = Error term (faktor kesalahan) 

i = Kabupaten/Kota 

t = Tahun 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum regional, jumlah perusahaan sektor 

manufaktur, dan tenaga kerja sektor manufaktur terhadap nilai tambah industri manufaktur di Provinsi 

Jawa Barat. Nilai tambah industri manufaktur dalam penelitian ini diukur melalui Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) sektor manufaktur atas dasar konstan di masing masing kabupaten/kota. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel, karena mampu 

menangkap pengaruh variabel antar waktu (time series) dan antar wilayah (cross section) secara simultan. 

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perindustrian, yang mencakup periode tahun 2018 hingga 

2024. Variabel-variabel yang dianalisis meliputi upah minimum Kabupaten/Kota (UMK), jumlah 

perusahaan sektor manufaktur, jumlah tenaga kerja sektor manufaktur, serta nilai tambah industri 

manufaktur sebagai variabel dependen. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak 

statistik EViews agar hasil estimasi bersifat objektif dan dapat diukur secara ilmiah. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Hasil estimasi ekonometrik diatas dengan tiga pendekatan regresi data panel yaitu Common 

Effect Model (CEM), Random Effect Model (REM), dan Fixed Effect Model (FEM), tersaji pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrik 

 

 Koefisien Regresi   

Variabel 
CEM (PLS) FEM REM 

C 8,154086 11,64656 6,881576 

LOG(UMK) 0,669330 0,705034 0,843352 

LOG(FIRM) 0,589198 0,145627 0,164342 

LOG(TK) 0,228261 0,051584 0,307134 
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𝑹𝟐 0,498176 0,924452 0,152352 

Adjusted. 𝑹𝟐 
Statistik F 
Probabilitas F-statistic 

0,489994 

60,88748 

0,000000 

0,910586 

66,66891 

0,000000 

0,138531 

11,02371 

0,000000 

Uji Pemilihan Model 
1. Chow 

Cross-section F (21,159) = 0,0000; Prob. F(26) = 0,0000 

2. Hausman 

Cross-section random χ2 (3) = 8,827191; Prob. χ2 = 0,0317 

Sumber: BPS, data diolah. 

 

Uji Chow dan uji Hausman memperlihatkan Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model terestimasi 

terbaik, terlihat dari probabilitas atau signifikasi empirik statistik F dan statistik χ2 yang masing- masing 

bernilai 0,0000 (< 0,01) dan 0,0317 (< 0,05). Hasil estimasi lengkap dari model terestimasi Fixed Effect 

Model ( FEM) terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 

Tabel 2. Model Estimasi FEM 

 

𝑙𝑜𝑔 (𝑉𝐴) = 11,6466 + 0,7050𝑙𝑜𝑔(𝑈𝑀𝐾  )𝑖𝑡 + 0,0516(𝐹𝐼𝑅𝑀)𝑖𝑡 + 0,1456𝑙𝑜𝑔(𝑇𝐾)𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
(0,0326) * (0,0444)* (0,0435)* (0,7740) 

𝑅2= 0,9245; DW = 1,511; F = 66,668; Probabilitas F-statistic = 0,000 

Sumber: BPS, data diolah. 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa model terestimasi Fixed Effect Model (FEM) valid, dengan nilai 

probabilitas statistik F sebesar 0,0000 (<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa model terestimasi eksis atau 

seluruh variabel independen yang digunakan, yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jumlah 

Perusahaan, dan Jumlah Tenaga Kerja, secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai tambah industri 

manufaktur di Provinsi Jawa Barat periode 2018– 2024. 

Tabel 3. Efek dan Konstanta Wilayah 

 

No Kabupaten/Kota Efek Wilayah Konstanta 

1 Kab Bogor 0.652145 12.298705 

2 Kab Sukabumi 1.179033 12.825593 

3 Kab Cianjur 0.327005 11.973565 

4 Kab Bandung 0.639696 12.286256 

5 Kab Garut 0.448547 12.095107 

6 Kab Tasikmalaya -0.312735 11.333825 

7 Kab Ciamis -3.187988 8.458572 

8 Kab Kuningan -0.780606 10.865954 

9 Kab Cirebon -0.110212 11.536348 

10 Kab Majalengka 0.294063 11.940623 
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11 Kab Sumedang 0.357611 12.004171 

12 Kab Indramayu 0.577514 12.224074 

13 Kab Subang 0.293522 11.940082 

14 Kab Purwakarta 0.160148 11.806708 

15 Kab Karawang 1.713797 13.360357 

16 Kab Bekasi 1.941445 13.588005 

17 Kab Bandung.Barat 2.801342 14.447902 

18 Kab Pangandaran 1.458676 13.105236 

19 Kota Bogor -1.334094 10.312466 

20 Kota Sukabumi -1.132183 10.514377 

21 Kota Bandung 0.353114 11.999674 

22 Kota Cirebon -1.173676 10.472884 

23 Kota Bekasi 0.353932 12.000492 

24 Kota Depok -0.212848 11.433712 

25 Kota Cimahi 0.313383 11.959943 

26 Kota Tasikmalaya -1.893661 9.752899 

27 Kota Banjar -3.449621 8.196939 

Sumber: BPS, data diolah. 

 

Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,9245 menunjukkan bahwa sekitar 92,45% variasi nilai tambah 

industri manufaktur dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model, sedangkan sisanya sebesar 

7,55% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R² sebesar 0,9106 yang mendekati R² 

memperkuat bahwa model memiliki daya jelaskan yang tinggi dan layak digunakan untuk analisis 

empiris. 

Secara terpisah, dua variabel terbukti memiliki pengaruh terhadap nilai tambah sektor industri yaitu 

Upah Minimum (log(UMK)) dengan probabilitas empirik statistik t 0,0444 (< 0,05) dan Jumlah 

Perusahaan (log(FIRM)) dengan probabilitas empirik statistik t 0,0435 (< 0,05). Jumlah Tenaga Kerja 

(log(TK)) memiliki probabilitas empirik statistik t 0,7740 (> 0,10). Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan nilai tambah industri manufaktur di Jawa Barat lebih ditentukan oleh dinamika upah 

minimum dan jumlah perusahaan, dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) memiliki koefisien regresi sebesar 0,7050. Variabel ini memiliki 

hubungan logaritma-logaritma (log-log) terhadap variabel nilai tambah sektor industri (VA). Artinya 

apabila Upah Minimum Kabupaten naik 1 persen maka nilai tambah sektor industri akan naik sebesar 

0,7050 persen. Sebaliknya jika Upah Minimum Kabupaten turun 1 persen maka nilai tambah sektor 

industri akan turun sebesar 0,7050 persen. 

Jumlah perusahaan (FIRM) memiliki koefisien regresi sebesar 0,0516. Variabel ini memiliki 

hubungan logaritma-linier (log-lin) terhadap variabel nilai tambah sektor industri (VA). Artinya apabila 
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jumlah perusahaan naik 1 unit maka nilai tambah sektor industri akan naik sebesar 0,0516 x 100 = 5,16 

persen. Sebaliknya jika jumlah perusahaan turun 1 unit maka nilai tambah sektor industri akan turun 

sebesar 5,16 persen.  

Dari Tabel 3 terlihat bahwa daerah dengan konstanta wilayah tertinggi adalah Kabupaten Bandung 

Barat, yakni sebesar 14,4479 (C + Efek Wilayah). Artinya, dengan mempertimbangkan pengaruh 

variabel UMK, jumlah perusahaan, dan tenaga kerja, Kabupaten Bandung Barat cenderung memiliki 

nilai tambah industri yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Setelah 

Kabupaten Bandung Barat, dua daerah dengan konstanta wilayah terbesar adalah Kabupaten Bekasi 

(13,5880) dan Kabupaten Karawang (13,3604). 

Sebaliknya, nilai konstanta wilayah terendah dimiliki oleh Kota Banjar, yaitu sebesar 8,1970. Hal 

ini menunjukkan bahwa, dengan variabel-variabel yang sama, Kota Banjar cenderung memiliki nilai 

tambah industri paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Setelah Kota Banjar, dua daerah 

dengan konstanta wilayah terendah adalah Kabupaten Ciamis (8,459) dan Kota Tasikmalaya (9,753). 

B. Pembahasan 

1. Upah Minimum terhadap Nilai Tambah Industri 

Variabel upah minimum berpengaruh positif terhadap nilai tambah industri manufaktur. Hasil ini 

mendukung teori efisiensi upah yang menyatakan bahwa kenaikan upah dapat meningkatkan motivasi 

dan loyalitas pekerja, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja industri. Temuan ini juga 

sejalan dengan penelitian Asriati et al. (2024), yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum secara 

signifikan meningkatkan kesempatan kerja di sektor manufaktur besar. Selain itu, studi oleh Tajuddin et 

al. (2023), sektor manufaktur di Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum dapat 

mendorong peningkatan nilai tambah melalui motivasi kerja dan efisiensi internal perusahaan. 

 

2. Jumlah Perusahaan terhadap Nilai Tambah Industri 

Variabel jumlah perusahaan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tambah 

industri manufaktur, dengan nilai koefisien sebesar 0,145627 dan p-value sebesar 0,0435. Hal ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah perusahaan sebesar 1 persen akan meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja sebesar 0,1456 persen, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Semakin 

banyak perusahaan yang beroperasi, maka semakin besar pula aktivitas produksi yang berlangsung, 

sehingga nilai tambah sektor manufaktur ikut meningkat. Temuan ini diperkuat oleh laporan 

(International Labour Organization, 2016) yang menyatakan bahwa kebijakan industri yang kondusif 
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dapat mendorong efisiensi organisasi, mengurangi tingkat turnover pekerja, serta memungkinkan lebih 

banyak perusahaan bertahan dan berkembang ditengah dinamika pasar. 

 

3. Tenaga Kerja terhadap Nilai Tambah Industri 

Variabel tenaga kerja tidak memiliki pengaruh terhadap nilai tambah industri manufaktur.Meskipun 

secara teoritis penambahan tenaga kerja seharusnya meningkatkan output industri, namun dalam konteks 

penelitian ini peningkatan tersebut belum berdampak signifikan terhadap nilai tambah di sektor 

manufaktur. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Winarni et al. (2023), yang menunjukkan 

bahwa perusahaan dapat meningkatkan nilai tambah melalui pelatihan dan efisiensi kerja tanpa perlu 

mengandalkan peningkatan jumlah tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan efisiensi 

tenaga kerja lebih mendorong pertumbuhan nilai tambah industri dibandingkan jumlah tenaga kerja 

yang terlibat. 

 

4. Konstanta Antar Wilayah 

Nilai konstanta wilayah yang berbeda menunjukkan perbedaan struktur di antara kabupaten dan kota di 

Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat memiliki nilai tertinggi (14,4479), yang mungkin karena adanya 

kawasan industri besar, infrastruktur yang cukup baik, serta lokasinya dekat dengan pusat ekonomi 

Jakarta dan kawasan metropolitan Bodebek-Karpur. Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Bekasi 

(13,5880) dan Kabupaten Karawang (13,3604), yang dikenal sebagai pusat industri manufaktur terbesar 

di Jawa Barat dengan sistem logistik yang kuat. Di sisi lain, Kota Banjar memiliki nilai konstanta 

terendah (8,1970), yang menandakan potensi tambah nilai industri tidak terlalu tinggi meskipun sudah 

mempertimbangkan variabel seperti jumlah penduduk usaha menengah kecil (UMK), jumlah 

perusahaan, dan tenaga kerja. 

Hal ini disebabkan oleh minimnya kawasan industri besar dan dominasi sektor non- manufaktur 

dalam perekonomian setempat. Kabupaten Ciamis (8,459) dan Kota Tasikmalaya (9,753) juga 

mengalami hal yang sama, yaitu keterbatasan infrastruktur industri dan fokus ekonomi lebih pada sektor 

perdagangan serta pertanian. 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa perbedaan nilai konstanta tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

ekonomi formal seperti dalam model, tetapi juga oleh faktor-faktor unik setiap daerah seperti 

konsentrasi kawasan industri, dukungan infrastruktur, dan kebijakan pengembangan wilayah. Oleh 

karena itu, strategi untuk meningkatkan nilai tambah industri manufaktur di Jawa Barat harus 

disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota. Temuan ini mempertegas bahwa 
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meskipun UMK dan jumlah perusahaan berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai tambah industri, 

efeknya tidak merata di seluruh kabupaten/kota. Perbedaan konstanta wilayah menunjukkan adanya 

faktor-faktor khusus daerah yang juga berkontribusi terhadap kinerja sektor manufaktur di Jawa Barat. 

 

4. PENUTUP 

Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Model terestimasi ini eksis dengan 

daya ramal tinggi. Secara terpisah, hanya dua variabel yang memiliki pengaruh terhadap nilai tambah 

sektor industri di Jawa Barat, yaitu Upah Minimum dan Jumlah Perusahaan. Jumlah Tenaga Kerja tidak 

memiliki pengaruh terhadap nilai tambah sektor industri. Kedua variabel ini berpengaruh positif 

terhadap nilai tambah industri manufaktur di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat periode 2018-2024 

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan UMK dan bertambahnya jumlah perusahaan cenderung 

mendorong peningkatan nilai tambah industri, sementara penambahan jumlah tenaga kerja tidak 

berpengaruh terhadap nilai tambah sektor manufaktur. 

Dari kondisi ini pemerintah daerah disarankan untuk menetapkan kebijakan upah minimum yang 

mempertimbangkan kapasitas industri di setiap wilayah agar mampu mendorong peningkatan nilai 

tambah sektor manufaktur. Penguatan jumlah dan kapasitas perusahaan manufaktur juga perlu 

diupayakan untuk menjaga daya saing industri daerah. Sementara itu, perusahaan diharapkan dapat 

mengelola kebijakan ketenagakerjaan secara efektif, fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi 

tenaga kerja agar konstribusinya terhadap nilai tambah industri lebih optimal. Secara teoritis, peneletian 

selanjutnya dapat mengembangkan analisis dengan  memasukkan  variabel  lain  seperti  investasi,  

teknologi,  dan  infrastruktur,  serta mempertimbangkan pendekatan analisis spasial untuk menangkap 

ketimpangan antar wilayah secara lebih komprehensif. 
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